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Mengingat

BUPATISUMBAWABARAT,
a. bahwa untuk melaksanakan keten tuan Pasal 77 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan La -anan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pengadaan BarangjJasa pada Badan Layanan

Umum Daerah Rurnah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'

Sumba raBarat;

1. Pasal 18 ax at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 194~;
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Sumbawa Barat eli Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah S.akit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia NOIllQT 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

omor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-lJndang Nomor 9 Tahun 2015 te tang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang ornor 23 Tahu 2014

tentang Perne [ntahan Dae ah (Lernbaran egara Republik

Indonesia Tahun 2015 ornor 58 Tambahan Lembaran egara

Republik Indonesia Nomor 5679)'

enimbang

DE G RAH T TUHAN YANG MAHA ESA

E

SUMBAW BARAT

OR TAHU 2021

TENT G

PAD B D LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
DAERAH SY-SYIFA SUMBAWA BARAT

Tp
TGG

TBBTT
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BAB!
I TENTUAN UMUM

P
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimal sud dengan:

1. Daerah adalah Kabupat n Sumbawa Barat.

2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

3. Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan

BarangjJasa adalah 1egiatan Pengadaan BarangjJasa oleh Kementeriarr/
Lembags / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (AP N)/ ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) yang

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sarnpai dengan serah terima hasil
pekerjaan.

4. Pengadaan Barang/ J asa yang Dilecualikan pada Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah adalah Pengadaan BarangjJasa yang ketentuannya dikecualikan

baik sebagian atau seluruhnya dari 1etentuan Pengadaan BarangjJasa

Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
201.8ten tang Pengadaan Barang/ Ja aPemerintah

5. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLUadalah Badan Layanan

Umum di lingkungan Pemerintah Pusat atau Badan La anan Umum di

lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Pengadaan BarangjJasa pada BLU adalah kegiatan pengadaan barangj jasa

oleh BLU.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa'
Sumbawa Barat.

8. Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang selanjutnya

disebut RSUDAsy-Syifa Sumbawa Barat adalah Rumah Sakit Umurn Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat milik Pemerintah Daerah.

9. Pemimpin BLUDyang selanjutnya disebut pemimpin adalah Direl tur RSUD
Asy-Syifa'Sumbawa Barat.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang s lanjutn ra disingkat PP adalah pejabat

yang diberi kewenangan oleh P j KP untul mengambil keputusan danj atau

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/ anggaran belanja daerah.

MEMUTUSI N:

Men ta kan : PERATUR N BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LA ANAN UMUM DAERAH RUMAHSAKIT UMUM
DAERA I ASY-SYIFA SUMBAW BARAT
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rjB ang/
m n pat an Pen edia22. Tend r adalah metode pemilihan untul

rnaupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan

atau dirnanfaatkan oleh PenggunaBarang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang

meliputi pernbangunan, pengoperasian, perneliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kernbali suatu bangunan.

18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olahpikir.

19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang rnembutuhkan

peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistern

tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan
suatupekerjaan.

20. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah
tata cara pembelian barang/jasa rnelalui sistern catalog elektronik.

21. Pemhelian Melal ii Toko Daring dalam Pemanfaatan E-marketpl e Pe adaar

Barang/iJasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pembelian melalui Toko
Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk m da at an

penyedia barang/jasa yang proses dan transaksin a dilaku an m lalui

serangkaian sistem, perangkat, kornunikasi, dan prosedur 1 tronil PI tform
-I marketplace ihak Ketiga.

d an a alah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan

n L ng ung, P nunjukan Langsung, dan Zatau E-Purchasing .

. I lorn ok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah

umb r daya manusia yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Pengadaan Barang

dan Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia di BLVD.

14. Penyedia Barang/tJasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah

p 1U aha yang menyediakan barang/jasa berdasarkankontrak

15. Pelaku Vsaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidangekonomi.

]6. Barang adalah setiap benda baik berwujud rnaupun tidak berwujud, bergerak

1

r n d n J ad I h unit yang dibentuk oleh

k 1 ntIm I ks n k n pengadaan barang/jasa guna

1 1. U
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(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan terhadap pengadaan
barangj jasa yang sumber dananya berasal dari:

a. Jenjang nilai pengadaan;

b. Pelaku pe gadaan; d

c. Metodepengadaan.

Pasa15

(1) BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari

ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barangjjasa pemerintah.

(2) Fleksibilltas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan efektif
dan Zatau efisien berupa:

Ruang lingkup pengadaan barangjjasa BLVD yang meliputi Pengadaan

Bararig/Uasa yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD berupa jasa

layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD

yang sah.

Pasal4

Pasal3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang/iJasa yang

lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta

mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran
pelay.anan BLUD.

Pasal2
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLVD

dalarn mengadakan pengadaan barang/ Jasa.

23. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa

Konsultansl.

24. Penunjukan Langsung adalah metode p.emilihan untuk mendaparkan P.enyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksr/.Jasa Konsultansi/dasa Lainnya dalam

keadaantertentu.

25. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/clasa Lainnya adalah

metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/ JasaLainnya.

26. Kontrak Pengadaan Barang/iJasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah

perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/ Jasa .atau
pelaksana Swakelola.
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.f. ederhanaefi

/J BL

B II

e t ran perundangan- undangan ang
g/Ja , g e uali an'

yang e gat T Fe gadaan Barangj'.Jasa yang

ada a~-at (1)huruf f meliputi:

ainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan

pa a ayat (1) huruf d ditetapkan dengan

ggaran;aPe

ti:

B /J
6

yang dikecualikan pada Pengadaan_:--;: ---

dari hibah tidak terikat

c.u.~.V'-<. .....akan dengan mengiku ti

mengikuti ketentuan

. etuj ioleh pemberi hibah.

. luar pendapatan yang
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(2) E b g m dim k u da a at (1) h ru a

dil ar u i/J n

( ) d e ga

a ing an-

b. un uk arar g/Ja a ya yang pagu anggarann -a be

diata R 200.000.000 OO(da a juta upiah) dilak anak Of> pp .

. T rid C pa :

L T n 1 r: d n

n mjuk1.

ng. n ;

La gS\If .

P n Ldc'

e pnrclia i71q;

h. n 1 lian m lalui toke d~ rin

1/o

J '1 ' I (

a ra n ITl crl I;) n ilil I(1) 1 l d

p. (I f I )1

l l)

( )

I j I Ipil Itl

I ttll til I 'l If n],
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dan - dan
p raruran81 a a diJa'n a

e .. . . at ega at daruratan dan/ atau er

dak langsu g dengan ese atal

Pasal 10

gadaan barang/jasa khusus untuk penanganan darurat
'-'L1%......,..~~aKa.Il dalam eadaan angmeliputi:

.... OOI:ll...n.L'U... sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pela an

etode pemilihan penyedia jasa konsultansi bernilai
atas . p 100.000,000,00 (Seratus juta rupiah).

a telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia .
._ ~e~ der ebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam hal

nakan metode pemilihan Penyedia sebagairnana dimaksud
__ TL~ a sampai dengan huruf d.

aL

a. olu e pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;

abis pakai dan bahan medis habis pakai dalam

ce e ed iaan eca a tepat dan cepat untuk pelaksanaan

atan: ata
rteria Barang/Pe .erjaan 'onstruksi/Jasa Lainnya selain pada huruf a

:'cc e azaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Baranz-Pe te iaan onstruksi/clasa Lainnya yang dilaksanakan
=~_a__ re__der ce at sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dalam al:

'on tru si/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu

e azaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Barang/Pe rerjaan onstru si/Jasa Lainnya dalam

inn n bernil I paling

u mil 'h) n n k k rj an
Rp 200.000.000 00 (Dua ra u juta

HI (1) huruf cd
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Pasal 12

(1) Pengawasan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di BLUD dilakukan oleh

Satuan Pengawas Internal (SPI)dan atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP).

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu
personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumbawa Barat

(3) S?tUa.I1 Pengawas Interna] (SrD dan atau Ap-~r~t Pengawas Internal Pemerintah

(APIP)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BABrV

PELAPORAN DAN PEN<JAWA3AN

Pasal 11
(1) Pimpinan BLUDmenyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas

kesehatan mengenai barang hasil pengadaan pada setiap akhir Tahun

Anggaran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pda ayat (1) disertai dengan data mengenai

jenis, jumlah, type/ spesifikasi, sumber dana dan harga perolehan.

(3) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dapat

melakukan klarifikasi dan/ atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

(2) Tata cara pelal sanaan pengadaan barang/jasa khusus untuk penanganan

darura / cyto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dapat
d'uaksanal an dengan menunjuk langsung penyedia yang mampu secara

li an, tertulis dan atau elektronik.

(3) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa khusus urrtuk penanganan

darurat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah tentang Pengadaan Barang/.Jasa dalam Penanganan Keadaan

Darurat.
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BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR .~

....
Diundangkan di Taliwang

2021

Barat.

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba va

Pasa! 14

KETENTUANPENUTUP

BABVI

A V

~',.ENTUAN LAIN-LAIN

Pasa113

gadaan barang/jasa BLUDdilaksanakan sebagai Pengadaan Barang/Jasa
no di ecualikan dengan tata kelola yang jelas, mudah, inovatif dan

memberikan valve for money.

(2) etentuan mengenai Pengadaan BarangjJasa yang tidak diatur dalam

P raturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Pengadaan BarangjJasa

Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 61 Peraturan Presiden Nornor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah perlu disusun Peraturan

Bupati Sumbawa Barat tentang pedoman pengadaan barang/jasa pada

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa
Sumbawa Barat.

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi

BLVD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat dalam rangka pelaksanaan

Pengadaan Barang/ J asa yang dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah. Tujuan
disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pelaksanaan

Pengadaan BarangjJasa yang dikecualikan yang bertujuan untuk menjarnin

ketersediaan barang/jasa yang lebih berrnutu, lebih rnurah, proses
pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan

kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLVD dan
rnemberikan value formoney.

Peraturan ini memuat pelaksanaan pengadaan barangjjasa BLVD

mulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan

pemilihan, pelaksanaan pemilihan, sampai dengan pelaksanaan kontrak,
serta pelaku pengadaan dan penggunaan SPSE.

Pengadaan BarangjJasa BLUDRSUDAsy-Syifa' Sumbawa Barat pada

Pengadaan Barangj J asa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang

ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan

Pengadaan BarangjJasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa
Pemerintah.

Pengadaan BarangjJasa BLUDRSUDAsy-Syifa' Sumbawa Barat yang

dikecualikan pada Pengadaan Barangy.Jasa Pemerintah yang dananya
bersumber dati pendapatan BLUDberupa :

a. Jasa layanan;

TENTANG

PENGADAANBARANG/JASA PADABADANLAYANANVMUMDAERAH
RUMAHSAKITUMUMDAERAHASY-SYIFA'SUMBAWABAFAT

A. PENDAHULUAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TANGGAL 12';!1 ri 2021
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1. Tahapan Perencanaan

Perencanaan pengadaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah ten tang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah.

Perencanaan dilakukan sesuai kebutuhan dan anggaran tersedia dengan
menerapkan best prac 'ce anali a 1 ebutuhan dan pasar.

C. TAHAPAN PENGADAAN

Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat
dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:

3. PPK melaksanakan E-purchasing dan E-Marketplace dengan nilai paling

sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pejabat Pengadaan;

Pejabat Pengadaan melaksanakan :

a. E-purchasing dan E-Marketplace dengan nilai paket paling banyak Rp

200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah]

b. Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa

Konsultansi yang bemilai paling banyak RplOO. 000.000,00 (seratus
juta rupiah)

5. Pokja Pemilihan;

Pokja Pernilihan rnelaksanakan Tendery Seleksi, Tender Cepat, pengadaan
langsung, dan Penunjukan Langsung. Pokja Pemilihan melaksanakan

Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan

Barang /Pekerjaan KonstruksijJasa Lainnya dengan nilai HPS diatas Rp
200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah); atau Jasa Konsultansi yang
bernilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

PEL KU PENGADAAN

Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan BarangjJasa pada BLUDRSUD Asy-

yifa' Sumbawa Barat yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/cla a
Pemerintah meliputi:

1. Pengguna AnggaranjI\uasa Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pembuat Komitmen: ,

d.
rj Ina d ngan pihak Jain.dan;

e dap t BLUDyang sah.

b. Hib h:

Hasil
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g me It':1) Pe iapan Pe gadaan/Pembelian rnelalui Toko D

a) Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis

P K meny sun an menetapkan sp sifil asi t k arang/ Jasa yang

akan diadakan , dengan diduk gju ifil si tel nis.

3. Tahapan pemilihan
Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstrukai/Uasa Lainrr a

terdiri atas:

a. E-purchasing;
1) E-purchasing dapat dilaksanakan untuk Barang/Uasa Lainn a yang

sudah tercanturn dalam katalog elektrcnik.
Pengadaan Barang/ Jasa lainnya dapat dilakukan selain melalui E­

Purchasing atau dengan cara pemilihan lainnya bila :

a) Pemesanan ditolak oleh PenyediaBarang/ J asa;

b) Barang sudah tidak diproduksi lagi;
c) Harga Barang/Jasa rnelalui proses E-Purchasing sarna atau lebih

mahal dari harga Barang/iJasa yang dijual selain melalui E­

Purchasing pacta periode penjualan, jumlah, dan ternpat serta

spesifikasi teknis dan persyaratan yangsarna;

d) barang yang dipesan secara E-Purchasiriq tidak terkirim sampai
dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal approvaloleh PPK; atau

e) Pengadaan melalui E-Purchasing tidak mendapatkan jawaban dari

penyedia sampai dengan 5 (lima)hari sejak tanggal upload pesanan.

b. Pembelian melalui taka daring;

2. Tahapan Persiapan Pengadaan

PPK dapat menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan

spesifikasi teknis / AK darr/ atau menetapkan uang muka, jaminan uang

muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi,

dan/ atau penyesuaian harga untuk pemilihan Penyedia melalui tender.

PPK menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara

bulanan, termin, at au pembayaran secara sekaligus. Penetapan mekanisme

pernbayaran dilaksanakan berdasarkan kebu tuhan dengan memperhatikan

ketersediaan anggaran.

tifika i berda arkan realisasi volume pada ahi n-tahl n

b lurnn a dan proyeksi/perkiraan peningkatan kebutuhan pada tahun
lanju tn a.

n p ng d an AI K 1\ mcnyusun perkiraan

n perkiraan volume dan tari barang/jasa. Perkiraan

PIt hi P

I RA rei
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u iaya pendukung seperti ongko kirim, ina ;1 , F)i,rian/ l LI

training (apabila diperlukan).

c) Penyusunan rancangan Surat Pesanan
PPK menyusun rancangan Surat Pesanan yang memuat antara lain,

hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alarnat pengjriman

Barang/ pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, derida

keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan

larangan pernberian komisi.
2) Persiapan dan Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring

a) Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform E­

marketplace Pihak Ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur

proses sebagai berikut:
(1). Persiapan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PP

berdasarkan spesifikasi teknis, referensi harga dan rancangan

Surat Pesanan dari PPK; dengan melakukan pencarian par a

portal/ situs penyelenggara Platform E-marketplace Pihak Ketiga
dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi

teknis, asal Barang, tingkat komponen dalam negeri, harga
Barang, dan biaya ongkos kirim/instalasi/training (apabila

diperlukan).
(2). Prosedur Pembelian melalui Toko Daring

(a) PP melakukan pernesanan Barang/ Jasa pada portal/ situs
penyelenggara Platform E-marketplace Pihak Ketiga,

berdasarkan spesifikasi teknis /kerangka acuan kerja,

referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK.

(b) Pelaku Usahay Penyedia menanggapi pemesanan dan PP.

(c) PP dan Pelaku Usahay Penyedia melakukan negosiasi teknis

dan harga melalui fitur negosiasi yang disediakan dalam

Platform E-marketplace Pihak Ketiga. Negosiasi harga

dilakukan terhadap harga satuan Barang/ Jasa dengan

mempertimbangkan kuantitas Barangj'.Jasa yang diadakan ,

ongkos kirim, biaya instalasi/training (apabila diperlukan).

(d) PP dan Pelaku Usahaj' Penyedia menyepakati hasil negosiasi

teknis dan harga Barang/ Jasa untuk kernudian mendapat
persetujuan PPK.

rt ref r nsi h rga B

.rkir, '11 h rg

I 1 V

b)
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Barang/Uasa atau berita acara serah t rima BPP

memproses pembayaran atas transak i P mbelian melalui

Toko Daring Pengadaan Barang/ Jasa 1-pada Pen redia
ecara no t 1 ai (tr

n rimaan(k) Berdasarkan Surat Pesanan bukti konfirm

ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa sesuai Surat
Pesanarr/Kontrak, diserahkan Zdikirimkan kembali kepada
PPK dengan biaya pengirimanZpenyerahan ulang menjadi
beban Pelaku Usahe./Penyedia

(j) Setelah pengiriman Zpekerjaan Barang/iJasa selesai 100%
(seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentua ang
termuat dalam Surat Pesanan, PPI :

a. melakukan konfirmasi penerimaan Barang/ Jasa kepada
Penyedia untuk Surat Pesanan bemilai paling ban ra}

RpSO.OOO.OOO,OO(lima puluhjuta rupiah)' atau

b. memb tat berita acara erah terima Barang/.Ja a antara
PPK dan Penyedia, untuk Surat Pe anan bemilai palina

sedikit diatas RpSO.OOO.OOO00 (lima puluh jut ru iah],

dan ZatauBarang/Uasa yang rusak/cacat/rnalfungsi

( ) pp m 11 rbitk n dan mengmm an urat Pesanarr/ urat

P rjanjian epada Pelaku Usaha/Pen edia.

urat Pe anan b rlaku ebagai ukti ontrak melalui

Pemb lian melalui Taka Daring.

(f) PIal U Usaha/Psn edia melaksanakan pengiriman/

p lal sanaaan atas Barang/ Jasa ang dipesan berdasarkan

syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanarr/ urat
PeIjanjian.

(g) PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas

BarangjJa a yang di irimkan Zdilak anakan oleh Pel

Usaha/Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan. Dalam

melakukan pemeriksaan atas barang/ja a dima sud PP

dapat dibantu oleh tirrr/tenaga ahli.
(h) Dalam hal ditemukan kerusakarr/ cacaty malfungsi dan/ atau

terdapat ketidaksesuaian spesifikasi telmis Barang/Jasa

pada saat Barang/Uasa diterima oleh PPK maka PP
mengajukan permintaan penggantian Barang/Ua a kepada
Pelaku Usaha./Penyedia.

(i) Pelaku Usahe./Penyedia wajib melakukan penggantian
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(3) Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistern Inforrnasi
Kinerja Penyedia,

f) Tender Cepat

(1) Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
dilaksanakan dengan Tender Cepat dilaksanakan dalam hal:

(2) Spesifikasi dan volume pekeIjaannya sudah dapat ditentukan
secara rinci;dan

(1) Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa

atau berita acara serah terima, serta bukti pembayaran

dan/ atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan

transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui

Toko Daring, diterbitkan dan dicetak secara elektronik
melalui Platform E-marketplace Pihak Ketiga yang

merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian

dan/atau pembayaran atas Pengadaan Barang/Uasa.

Dalam hal pelaksana Pembelian melalui Taka Daring pada

Platform E-marketplace Pihak Ketiga dilakukan oleh PPK,

maka keten tuan dan tata cara Pembelian melalui Toko

Daring oleh PP berlaku mutatis mutandis bagi PPK.
d) Pengadaan Langsung;

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Uasa Lainnya
yang bemilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar

rupiah) dan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling

banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

e) Penunjukan Langsung;
(1) Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang /Pekerjaan

Konstruksi/Uasa Lainnya dalam keadaan tertentu meliputi:
(a) Barang /Pekerjaan Konstrukai/iJasa Lainnya dalam rangka

mempertahankan kesinambungan pelayanan kesehatan,
memiliki sifat kegawat daruratan, dan Iatau berkaitan
secara Iangsung maupun tidak langs mg dengan
keselamatan dan keamanan pasien;

(b) Pengadaan obat, bahan habis pakai dan bahan medis habis
pakai dalam rangka menjamin ketersediaan secara tepat
dan cepat untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan; atau

(c) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya selain

pada hurup (a dan b) sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
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~ 000 0 0.0 (limapaling b T1'y8k
arano/Ja L innya dengan nilai
tl ju ru i

,IU tan 1 iguna .a untu Pe gadaa

!.i. Tahapan Pelaksanaan Kontrak

Pe aksanaan I ontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan

j ang erm at dalam ontrak dan peraturan perundang-undangan.

Bentuk kontrak dapat berupa :

a. Bu . pe nbeliari/ pernbayaran;

Bukti pembelian /pembayaran digunakan untuk Pengadaan Baran:" / Ja a

Lair nya dengan nilai paling banvak Rp 10.000.000 00 (se ulu juta
rupial ).

b .ui an

c. Keadaan darurat Iainnva sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-unctangan.

Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa khusus untuk

penanganan darurat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah tentang Pengadaan

Barang/ Jasa dalam Penariganan I eadaan Darurat.

ke elamatan dR..T1 kearnananpasien:

Ietode pengadaan barang/jasa khusus untuk penanganan darurat

dilaksanakan dalam 1 eadaan vang meliputi:

a. Kerusakan sarana/ prasarana ) ang dapat mengganggu kegiatan

pelay anan ke ehatan:

b. Keadaan ~ang memilil i sifat kegav at daruratan dan ,'atau

berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan

peraturanperundang-undangan.

ebagaimana dimaksud da]am(2) Keadaan darurat lairmva

njU .an Langsu ng, atau Tender Cepat.

anganan Daru at

Pe anganan Darurat dilaksanal an daJam keadaan ang m liputi :

Pengadaan Bar g/Pekerjaan Konstruksi/tJasa Lainnya dalam

rang a mem pertahankan ] esinambungan pela anan kesehatan,

merniliki ifat kegawat daruratan dan/ atau berl aitan secara

lanasuns maupun tidal _ gsung de ga I esela atan d

keamanan pasien:

t' r dtl I h I til (11 d 1 Iclod \rn p r Jl I
III 11~ d i~ 1R. lli -pur no, i :;lri .. r r :;." ~ " ,}1'7

V' c »
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5. erah Terima Hasil Pekerjaan

Se ah terima hasil pekerjaaan dilaksanakan etelah pekerjaan selesai 00%
[seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia

mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk serah terima barang/jasa.
Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap

barangfjasa yang diserahkan, dalam melakukan pemeriksaan has'

pekerjaan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Tim Teknis.
Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara
Serab Terima.

ju "
Lain 'a d ngan nilai paling it di

). )0 ). )00,00 [Lima pu rh Jut ru iah] ..amra rl -ngan niJAI

ban ak p 200,000.000,00 (dua ratus juta .upiah] dan Peng d an
ke jaan on tr l si d gan nilai paling banyak Rp 200.000.000 00

(dUB ratus juta rupiah).

d. ura p rjanjtar

~ irat pe ja jian digunal an ntu Pc gadaan Bara g/ Pe €'!ja

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Ja a Konsultansi dengan nilai

diatas Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
e. Surat pesanan.

S rat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/iJasa rnelalui E­

purcnasinq atau pernbelian metalur taka daring.

ntlaipatif.I , • A , on. lit

);ta I '(J


